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BUPATI KUDUS,

iVIenir,'; a. bahwa dalam rangka meivujudkan kineria
daerah yang optimal, diperlukan standal
prosedur penyelenggaraan
daerah;

ngJcl
pemerintahaji

operasional
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b. bahwa berdasarkan
dimaksud dalam huruf
Bupati
Operasional
Kabupaten Kudus ;

pertimbangan sebagaimana
a, perlu menetapkan Peraturan
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tentang
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri;
Peraturein Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahim 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

4.

5.

6.

7.

8.

MEMUTUSKAN;

:VIeneta;)!mn ; PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal,-mi Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Kudus.
I emerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Seki'etaris

Kudus.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
6^. Bagian Organisasi dan Kepegawaian adalah Bagian

KuSTs^^^^ Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten

Unit Kerja adalah satuan kerja pada SKPD.

1.

2

Daerah Kabupaten

■ 7.
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8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah
Daerah.

9. SOP administratif adalah standar prosedur yang
diperantukkan bagi jenis-jenis pekeijaan yang bersifat
administratif.

10. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan
bersifat teknis.

11. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk
penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.

12. Verifikasi SOP adalah proses memeriksa kebenciran dan
kesesuaian SOP.

13. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis
dalam melaksanakan suatu pekeijaan untuk memperoleh
hasil keija tertentu.

14. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses,prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan
simbol-simbol atau bentuk-bentuk
mempermudah memperoleh informasi.

15, Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekeijaan
dilaksanakan berupa barang dan jasa.

bidang, untuk

yang

16. Penyempumaan Standar Operasional Prosedur
serangkaian kegiatan daJam rangka meningkatkan kualitas
standar operasional prosedur yang terdiri dari melengkapi,
rnembuat,

adalah

menambah/ mengurangi,
mengevaluasi standar operasional prosedur.menyusun, dan

17.Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam
pekeijaannya.

BAB 11

PRINSIP

Pasaj 2

Prinsip Penyusunan SOP meliputi:
efisiensi dan efektifitas;

b. berorientasi pada pengguna;
c. kejelasan dan kemudahan;
d. keselarasan;

keterukuran;
(■ dinamis;

kepatuhan hukum; dan
h. kepastian hukum.

a.

e.

g.
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Pasal 3

Yang dimaksud Prinsip sebagaimana Pasal 2 :

a. Prinsip efisiensi dan efektifitas adalah prosedur 3''ang
distandarkan ; singkat dan cepat dalam mencapai target
pekerjaan yang optimal serta memerlukan sumberdaya yangpaling sedikit.

b. Prinsip berorientasi pada pengguna adalah prosedur yangdistandarkan
pengguna.

c. Prinsip kejelasan dan kemudahan adalah SOP yang disusun
dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.

d. Prinsip keselarasan adalah SOP yang dibuat selaras dengan
SOP lain yang terkait.

; dengan mempertimbangkan kebutuhan

e. Prinsip keterukuran adalah basil, waktu dan prosespencapaian .hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas sertakualitasnya.
r. Prinsip dinamis adalah prosedur yang distandarkan ; dapatdisesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayan
g. 1 I insip kepatuhan hukum adalah SOP yang disusun telahmenjamin bahwa prosedur yang distandarkan

dengan peraturan perundang-undangan.
h. 1 rinsip kepastian hukum adalah SOP yang disusun mampumemberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi

pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan
keputusan.

an,

sesuai

dengan

BAB III

lAHAPAN

Pasal 4

uS^ke^a^^^ pelaksana pekerjaan pada masing-masing

(2) Penjmsunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikuf
a. persiapan;
b. identifikasi kebutuhan SOP;

analisis kebutuhan SOP;
d. penulisan SOP;
e. verifikasi dan ujicoba SOP;

» f. pengesahan;
g. pelaksanaan;
h. sosialisasi;

c.

4
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i. pelatihan dan pemahaman;
j. monitoring dan evaluasi;
k. pengawasan pelaksanaan;
1. pengkajian ulang dan penyempumaan SOP; dan
m. pelaporan.

(3) Tjihapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalarn Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERSIAPAN

Pasal 5

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
huruf a dilakukan dengan niembentuk tim, pembekalan dm,
menyusun rencana dndak dan sosialisasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
dan/atau mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan
SOP,
kegiatan penyusunan SOP pada masing-masing SKPD.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
a. Tim pada dngkat Kabupaten Kudus ditetapkan oleh

Bupati ;
b. Tim pada dngkat SKPD dibentuk dan ditetapkan oleh

Kepala SKPD.

menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi

BAB V

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SOP

Pasal 6

(1) Idendfikasi kebutuhan SOP masing-masing SKPD
dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi SKPD.

(2) Idendfikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada masing-masing SKPD' dan disusun
menurut tingkatan unit keija.

(3) Hasil idendfikasi kebutuhan
dokumen inventarisasi judul SOP.SOP dirumuskan dalam

5



BAB VI

ANALISIS KE6UTUHAN SOP

Pasal 7

sebagaimana dimaksud
gQ^ pasal 6 ayat (3) dijadikan bahan analisis kebutuhan

(2) Hasil analisis dibuat daiam format nama dan kode

SKPD/Kepala K^P'J'usan nomor
Kepala

SOP

BAB VII

PENULISAN SOP

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 8

SOP disusun berdasarkan
sebagaimanadimaksud daiam nama dan kode

Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua

nomor SOP

Syarat dan Kriteria

Pasal 9

(1) Penyusunan SOP
berikut:
i. mengacu pada peraturan perundang-undanean-
b. bituhsdenganjelas, rind dan benar!
C-. memperhatikan SOP lainnya; dan
ci. dapat dipertanggungj'awabkan.

d'.lakukan dengan pcrsyaxataji sebagai

(2) Kegiatan
berikut:
a. kegiatannya dilaksanak

ulang;
b- menghasilkan output tertentu:
c- kegiatannya melibatkan

orang/pihak.

yang memerlukan SOP memenuhi kriteria sebagai

an secara rutin atau berulang-

-1 dan
sekurang-kurangnya 2 (dua)

6



Bagian Ketiga

Bentuk dan Format

Pasal 10

(1; SOP dibuat dalam bentuk label, tertulis dan diagram alur.
(21 Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penyusun

Pasal 11

(1) Pelaksana pekerjaan pada
melakukan pen3'usunan SOP.

(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud
dikoordinasikan oleh Sekretaris
3^ang membidangi ketatausahaan.

(3) Penyusunan SOP Imtas
Sekretaris Daerah.

teroan turn

masing-masing unit kerja

pada ayat (1)
SKPD dan/atau Pejabat

SKPD dikoordinasikan oleh

BAB VIII

VERIFIKASI DAN UJI COBA SOP

Pasal 12

^ ayat (1) dilakukan
seoara berjenjang dan pejabat yang menangani

ana
(2) Venfikasi sebagaimana dimaksud

oleh atasan
SOP.

pada
(4) Ujicoba sebagaimana dimaksud pada avat 131 HnnUntU

dis:Sk“
BAB IX

pengesahan

Pasal 13

dan
SKPD.
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(2) SOP di lingkungan UPT disahkan oleh Kepala UPT dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
SOP lintas SKPD disahkan oleh Bupati dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3)

BAB X

PELAKSANAAN

Pasal 14

byaiat pelaksanaan SOP meliputi:
telah melalui pioses verifikasi, ujicoba dana. penetapan;
adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
sumberdaya manusia yang memiliki kuialifikasi yang sesuai;d. telah disosialisasikan dan didistribusikan h
pegawai dilingkungan pemerintah daerah; dan
inudah diakses dan dilihat.

c.

kepada seluruh
C.

BAB XI

SOSIALISASI

Pasal 15

(1) Pelaksanaan _ SOP sebagaimana aimaksud dalam Pasal 
14harus terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan

kepada seluruh pegawa. dilingkungan unit

P-~.pengaturan

BAB XII

PELATIHAN DAN PEMAHAMAN

Pasal 16

4 dhXlSi'dXm ^ent^^^teknis, pendampingan ataupun pada

8



BAB XJII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 17

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf
j clilakukan dengan cara observasi, interview dengan pelaksana
don diskusi kelompok kerja.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

(1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukanevaluasi pelaksanaan SOP.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud

bahan penyempumaan SOP.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud

setiap akhir tahun.
(4) Lv^uasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

i beij-enjang dan koordinator sebagaimanadirnaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (31 serta.)erkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepegiwaian. '

BAB XIV

■ PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 19

langsung secara melekat dan
melakukan pengawasan pelaksanaan

(2) Hasil pengawasan pelaksanaan
Kepala SKPD setiap tiiwulan.

pada ayat (1) sebagai

pada ayat (1) dilakukan

(1) Atasan
terus menerusSOP.

SOP dilaporkan kepada

BAB XV

PENGKAJIAN ULANG DAN penyempurnaan sop
Pasal 20

(1) SOP yang diberlakuk
dalam 2 (dua) tahun. an perlu dikaji ulang minimal sekali

9



Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpincin,
pelaksana, dan, unit keija yang menangani SOP.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 21

Hasil pelaksanaan SOP pada SKPD dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal / 7 I

BUPATI K

•dus
ny.‘-e-G

UDUS,

BSTH OFADiundangkan di Kudus
pada tanggal

SEinRETARIS DAE^^H KABUPATEN
KUDUS

<s

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2C14 NOMOR 5

10
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LAMPIRAN I ; PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR
T-ANGGAL : 17 Maret 2014

: 5 msm 2014.

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP

rahapan penyusunan SOP meliputi;

1. Persiapan
a. Mcrnbentuk Tim dan kelengkapannya

rim terdiri dari sekurang-kurangnya;
a Ketua : Sekretaris/Kasubbag TU SKPD ;

Sekretaris : Pejabat yang membidangi Perencanaan ; dan
Anggota : Pejabat yang membidangi SOP, Pejabat eselon III dan IV serta

1)

Star.

2) Tugas Tim antara lain:
melakn.kan identifikasi kebutuhan SOP;
mengumipulkan data dan infer

i'. meiakiikan analisis prosedur;
ci. mengkoordinasikan penyusunan SOP;

ngkeordinasikan ujicoba SOP;
r. melalcnkan sosialisasi SOP;

masi;

me

mengavval pelaksanaan SOP;
meiakiikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP;
melakukan

It ■

h.

fasilitasi
penyempumaan SOP;' dan

,!• mclaporkan hasU-hasil pengembangan SOP.
3) Kewenangan Tim antara lain:

pengkajkm ulang dan penyempumaan-

peroleh infonnasi dari satuan
melalcukan review dan. pengujian;

c. mielalaakan analisis dan
akan distandarkan;

lenyusun SOP; dan
mendistribusikan basil analisis
direview.

n'lcm unit kerja atau sumber lain;

menyeleksi berbagai altematif prosedur yang
c;. n

kepada seluruh anggota Tim untuk
Memberikanb. pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim.
Seli;i-uh snggota “^pyoleh pembekalan yaxig cukup tentang
output yang diharaptoi baik dan menghasilka^

d. Tim men
SOF.

penyusunan SOP

ginforrnasikan kepada seluruh SKPD tentang kegiatan penyusunan

-I/a-
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Iden! si kebutuhan SOP
a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan

SOP:

1) prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi satuan unit
erja;

2) iprosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota
organisasi;

3) aktifitas yang dikerjakan secara rutin dan atau berulang-ulang;
-:-i prosedur kerja yang akan di SOP kan mempunyai tahapan kerja yang

jelas; dan

ir

5) mempunyai output yang jelas.
b. Iden tiPilcasi Itebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan;

1) t'.ondisi internal organisasi { Lingkungan Operasional);
pcraturan perundang-undangan;

3) kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan
4) 'Rejelasan proses identifikasi kebutuhan.
Ha-Ol identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar inventarisasi judulS(3, dan diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

o. Analisis k'ebutuhan SOP

91

c.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:
a. pi'osedur '.ceija harus sederhana;

pengk.ajian d■ b. ilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
;c!ur yang fleksibel;c. pi

perviuagian tugas yang tepat;
pcngawasan terus-menerus dilakukan;
peiiggunaan urutan pelaksanaan pekerjan yang sebaik-baiknya; dan

P- ti.i; ; pCiCeijaa.n yang diselesaikan harus dengan memperhatikan tujuan

e.
f.

kodb'b mI'rO'k? SOP maka akaai menghasilkan nama dan
dao^ brOkdlOh t menynsun nama dan kode nomor SOPciapa>. vugunaka.i tabel sebagaimana contoh dibawah ini:

N.AMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO, JUDUL SOP NOMOR SOP

■p
n SOP.enuli
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n. Verifikasi dan ujicoba SOP.
Rancangan SOI' yang telah disusun perlu dilakukan verifikasi atau ujicobauntuk memastikjm tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOPlamnya. Rancangan SOP yang sudah di venfikasi tersebut dilakukan ujicobasecara mandin oleh unit keija yang bersangkutan untuk melihat samoaisejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan SOP dalampelaksanaannya.

Pelal<sanaan
a. Agac SOP dajmt dilaksanakan

peiaksanaan yang meliputi:
sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan

1 j penetapari jadwal sosialisasi;
2) pcnet'.apan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan
3} ■pen3dapan SOP yang akan disosialisasikan.

^■-‘rapa hal yang harus diketahui Tim
1] jumlah SOP yang akan diterapkan;
2) siapa yang menjadi target peiaksanaan;
3) liko: rnasi apa yang alcan disampaikan kepada target; 

dan
:ara rnemantau peiaksanaan.

B
pen}aisun SOP:

4)

k Sosialisasi
Proses sosialisasoeneraoan SOP ^angkah pen ting yang harus dilaksanakan
penei,j,;an SOP disetiap unit kerja, dengan cara-

penyebarluasan informasi dan/atau pemberitahuan;
pcnciistribusiian SOP; dan

capan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan
dengan tugas dan fungsi masing-masing

dalam upaya
cl.

p.

c. per
pemantau sesuai

Pelatihan pemahaman
Pelatihan
pend
dipahan

dilakukanyang
rnpingan,

dalam, . bentuk rapat,

n Hnn pada pelaicsanaanU dan dilaksanakan dengan baik.
bimbingan teknis,

sehari-hari agar SOP dapat

■ ■■ Monitoi-ing dan evaluasi
Moi'i Loring
Pros;
pels;
yan.'/

a.

ana mcmasdkan Wne^a
bany nengidentifikasi nerrr tercantum dalam SOPmenenLi.lean cara untuk meningkatk^^^'T mungkin timbuJ, danini dapai berupa observasi supervisor in^ Peiaksanaan. Proses monitoring

beiompole kerja, pengaxahan d^ pelak^analm Pelaksana, diskusi

ini

V . J
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b. Eva 1 Liasi
Mciupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses
pelaicsanaan dan aktifitas yang telah dibakukan daJam bentuk SOP dari
sebi lah organisasi daJam raiigka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP, evaluasi
SOP dapai: dilakukan dengan
penyempumaan terhadap SOP yang

ija uhmana diperlukan SOP yang baru.

mengacu pada penyempumaan-
telah diterapkan atau bahkan

se:

BUPATI /KUDUS,

U STH 0 FA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR :5 TAHUI 20U
TANGGAL ; 17 Maret 2Q14

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Halaman Judul

PEMERINTAH DAERAH
SKPD Identitas Instansi

I

Judul
Operasional Prosedur

Identifikasi

StandarSTAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

dari
kebutuhan

I

2. Informasi Prosedur yang akan distandarkan

Nomor Standar
Operasional
Prosedur

Logo
Pornorinlah

Daerah
SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama Standar
Operasional
Prosedur

i Dasar Hukurn Kualifikasi Pelaksana
: 2
I Keterlcaitan PeraJatan / Perlengkapan

1.

2,
I Peringatan Pencatatan dan Pendataan; 1

9
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a Pengisi in;Ca,

Standar OperasionalDiisi dengan nomor ^ .
Prosedur, yaitu (No Komponen, Unit Kei^a,
Raoian No Standar Operasional Prosedur]_^

tanggal pengesahan Standar

i Nomor Standar
I Operasional Prosedur

i (.1)

Diisi ■ dengan
Operasional Prosedur
Diisi dengan tanggal Standar Operasional
Prosedur direvisi
Diisi dengan tanggal mulai berlaku
Diisi dengan jabatan yan.g berkompeten yang
mengesahkan
Diisi dengan nama prosedur yang

; Tanggal Pembuatan2)

Tanggal revisi(3)

al pengesahan
Disahkan oleh

(4)
(o)

akanama St:indSQ‘
j Operasional Prosedur

n?) masarhiikum

IN

distandarkan
Diisi dengan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar disusunnya Standar
Operasional Prosedur ^^ —Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi

dibutuhkan dalam
i (8) rKualifikasi pelaksana

pegawai yangmelaksanakan perannya pada prosedur yaitg
distandarkan
Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan
prosedur yang distandarkan dengan prosedur
lain yanR distandarkan
Diisi dengan penjelasan mengenai daftar
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan__
Diisi dengan;
- Penjelasan

Keterkaitan(9)

I (10) i Peralatan/perlengkapan

i (1 1) i Penngatan
kemungkinan-
akan timbul

mengenai
kemungkinan resiko yang
ketika prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan.

- Peringatan memberikan indikasi berbagai
permasalahan yang mungkin muncul dan
berada diluar kendali pelaksana ketika

dilaksanakan dan berbagai

I

i

I

. prosedur
dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana
car'a mengatasinya. .

Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal
yang perlu didata, dicatat atau diparaf oleh
setiap pegawai yang berperan
pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
Langkah kegiatan secara rinci dan sistematis
dari prosedur yang distandarkan dari aspek
perencanaan, pelaksanaan dan pengendaJian/
pengawasan
Diisi dengan jabatan yang melakukan suatu
proses/aktivitas
Diisi dengan penjelasan mengenai daftar
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan
dalam melakukan suatu proses/kegiatan
Diisi dengan hasil/keluaran dari suatu
proses/kegiatan
Diisi dengan Nama dan tandatangan Kepala
SKPD .

i Pencatatan dan!

! pendataan
i (12)

dalam

(13) i Uraian prosedur

(14) i Pelaksana

K'elengkapan(1 5)

(16) i Waktu

; (17) Output
(13) I Pengesahan

I
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[Jraiar. Prosedur

KetMuUi BakuPelaksana
Uraian Prosedur

Persyr/ Waktu Output
Klkpn

Pelaks Pelaks Pelaks
321

987654321

1 1

9
3

C:;i'a Pengisian;

ejak dari kegiatan mulai
dengan kegiatan selesai dan

STANDAR
Diisi dengan proses si (i) i Uraian ProsedurI

dilakukan sampai
kcluaran dihasilkan untuk setiap
OPERASIONAL PROSEDUR sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit

bersangkutan dari aspek
pelaksanaan dan pengendalian/organisasi yang

perencanaan,
pengawasan.Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan,
mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan
terendah (fungsional umum/staf).
Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang

diperlukan untuk

i Pelaksana(2)

(3) i Mutu Baku
diperlukan, waktu yangnye'lesaikan kegiatan dan output pada setiap
aktivitas yang dilakukan.
me1

-k Simboi - Simbol

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akhirnya alean
h pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran

Penyusunan
mengara!
aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi.

Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol sebagai
beriku (.:

DEFINISISebutanSIMBOL
I

Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan awal/ mulai
dan akhir suatu bagan alir.

Terminator
I

Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan proses
pelaksanaan kegiatan.

Proses

3
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Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan keputusan
yang hams dibuat dalam
proses pelaksanaan kegiatan.

Pengambilan
Keputusan

Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan semua jenis
dokumen sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen

Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan perpindahan
akdvitas dalam halaman yang
berbeda.

Konektor

Garis alir Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan arah proses
pelaksanaan kegiatan.

>•
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